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Abstrak

Development of Information Technology is increasingly rapidly generate a
new revolution in the form of a conventional system transition into the digital
cra. This change also has changed the outiook of cach person in doing various
activities one of which is on the activities of government agencies. One of the
drivers of the implementation of e-Government is to improve the efficiency,
ettectiveness, transparency and accountability in governance. In preparing the
strategic plan of development of e-Government, the government has a role as
provider of policy on e-Government development strategy, in this case the
government, through Presidential Instruction No. 3 of 2003 to provide
direction regarding the preparation of a strategic plan for e-Government to all
government agencies in accordance with their context each of the
environmental agency. Population Administration Information System
(SIAK) is an information system built to support the administration that
includes the registration of the population and civil registration. With this
system the national population database will be realized gradually. Number of
managed data and the need for rapid delivery of information in service
aciivilies oi Demographic informaiion iechnoiogy as a medium 0 make a
considered capable and reliable to assist in managing data and presenting
information quickly, easily and accurately. Information technology
application in e-Government is the use of which is the Population
Administration Information System, Population Information System is one
type of software that can be used to assist the process of recording data
management biodata resident in one of government agencies engaged in
administrative services demography.
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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui
Pendafiaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain.

Pada dasarnya sistem administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari
sistem administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam
pemerintahan ~ dan  pembangunan penyelenggaraan  administrasi
kependudukan. Hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi
kependudukan, peningkatan kesadaran penduduk dan kewajibannya untuk
berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, pemenuhan
data statistik kependudukan dan statistic peristiwa kependudukan, dukungan
terhadap perencanaan pembangunan sistem administrasi kependudukan guna
meningkatkan pemberian pelayanan public tanpa diskriminasi Sejalan dengan
arah penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem pilar dari administrasi
kependudukan perlu ditata dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan
manfaat  dalam  perbaikan  pemerintahan  dan  pembangunan.

Pemerintah  kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab

menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh

bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:

a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang
Administrasi Kependudukan;

c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan:

d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

e. pelaksanaan kegiatan pelayanan rnasyarakat di bidang Administrasi
Kependudukan:

f.penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan
Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaici/kota;

h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
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Kemajuan teknologi yang sangat cepat mengharuskan instansi mengikuti
perkemhangan teknologi, untuk itu suatu instansi membutuhkan suatu sistem
informasi yang mendukung kebutuhan instansi pemerintah dalam
menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja maupun dalam meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat. Dengan suaiu sisiem informasi adimninisirasi
kependudukan maka pengolahan data akan lebih mudah dan efisien. Kita bisa
mengolah data-data yang bersangkutan dengan pengurusan kependudukan di
suatu daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Pencatatan biodata penduduk diarahkan pada pemenuhan data dari setiap
penduduk dan keluarga yang merupakan tanggung jawab pemerintah
kabupaien/koia. Daia iersebui merupakan sumber basis daia kependudukan
secara nasional yang menjadi tanggung jawab pusat (dalam hal ini Direktorat
Jenderal Administrasi Kependudukan. Namun hingga saat ini di Indonesia
hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berupa data/laporan
belum dapat secara maksimal didayagunakan untuk kepentingan pelayanan
public. Banyak sekali peristiwa, seperti kelahiran, perkawinan, dll belum
ditata secara benar. Begitu juga masalah kependudukan, seperti pindah datang
belum ditata secara baik, bahkan penduduk masih banyak yang belum
memiliki dokumen penduduk.

Berdasarkan permasalahan tadi, maka dapat diidentifikasikan permasalahan
yang terjadi, yatu kurangnya sarana pelayanan publik untuk menyebarkan
informasi tentang pelayanan pembuatan dokumen kependudukan seperti KTP
(Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) surat keterangan pindah dan
lainnya mengakibatkan iambatnya pembuatan surat-surat pengurusan biodata
penduduk. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi administrasi
kependudukan berbasis komputer yang memanfaatkan teknologi komputer
yang dapat menyajikan informasi secara cepat dan akurat.

1.3 Tujuan

SIAK ini dilakukan dengan tujuan utamanya untuk menyiapkan sistem
database Kependudukan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualiatas
pelayanan publik. Lebih dari itu dengan adanya sistem informasi adminisirasi
kependudukan ini untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan
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